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Abstrak
 

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia sejak manusia tersebut lahir sampai dengan meninggal dunia,

manusia senantiasa membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal hidupnya, oleh karena itu dapat

disimpulkan, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat darimana manusia berasal, dan juga tempat

kemana mereka akan pergi. Studi kasus yang akan dibahas dalam tesis ini memaparkan tentang apa yang

terdapat dalam teori belum tentu sepenuhnya benar, karena dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 antara Perkumpulan Kelompok Tani Pemberdayaan

Masyarakat Tani dan Nelayan Pesisir Pantai Kabupaten Mamuju Utara melawan PT. Unggul Widya

Teknologi Lestari berakhir dengan kemenangan Pihak Kelompok Tani. Kelompok Tani ini memiliki tanah

tersebut atas dasar lokasi dibuka sendiri maupun secara berkelompok yang berasal dari Tanah Negara seluas

kurang lebih 2722 Ha (dua ribu tujuh ratus dua puluh dua hektar) sejak Tahun 1982 (seribu Sembilan ratus

delapan puluh dua) yang terletak di Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat yang akhirnya

dikukuhkan oleh Pemerintah Desa dan Kabupaten Mamuju pada Tahun 1994 yaitu dikeluarkannya SKP

(Surat Keterangan Pemilikan Tanah), SKT (Surat Keterangan Tanah) dan Sporadik tentang Pemberian Hak

Kepemilikan atas Tanah Negara, sedangkan PT. Unggul Widya Teknologi Lestari memiliki tanah tersebut

berdasarkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) yang mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Negara

Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Republik Indonesia Kabupaten Mamuju Utara.

Seperti apakah kekuatan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Hukum Negara Indonesia terhadap hak

prioritas atas tanah bagi masyarakat adat setempat, khususnya dalam Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 PK/Pdt/2011 dan apakah putusan Majelis Peninjauan

Kembali sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

......The soil is basic human needs since human beings are born to die, humans always need land as a place to

live his life, therefore it can be inferred, the land is where humans live, a place where humans came from,

and also the place where they will go. Case studies will be discussed in this thesis lays out about what there

is in theory not necessarily entirely correct, because in the Interim Review of the Supreme Court of the

Republic of Indonesia Number 582 PK/Pdt/2011 between farmer groups Gathering community

empowerment of farmers and fishermen Coastal North Mamuju Regency against PT. Superior Sustainable

Technology Widya ended with the victory of The farmers group. This group of farmers have land on the

basis of such a location was opened and in groups originating from the State land covering an area of

approximately 2263 Ha (two thousand seven hundred twenty-two acres) since 1982 (one thousand nine

hundred eighty-two) located in North Mamuju Regency of West Sulawesi Province, which was eventually
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confirmed by the Government of the village and Mamuju Regency in 1994, namely the promulgation of the

SKP (Affidavits Landholdings), SKT (Ground Clearance) and Sporadic on Granting ownership of State

land, while PT Widya Superior Sustainable Technologies have the land based on the certificate HGU

(Business use rights) are getting recognition from the Government of the Republic of Indonesia issued by

the Agency of the Republic of Indonesia Land North Mamuju Regency. Such is the power and legal

certainty afforded by State law rights against Indonesia's top priority lands for indigenous peoples,

especially in the Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 582 PK/Pdt/2011

and whether the verdict of the judicial review is in accordance with the rules applicable law.


